QANUN KABUPATEN PIDIE
NOMOR 9 TAHUN 2010

TENTANG
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE,

Menimbang : a. bahwa bea perolehan hak atas tanah dan bangunan merupakan
salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai
pelaksanaan pemerintahan daerah dalam melaksanakan pelayanan
kepada masyarakat serta mewujudkan kemandirian daerah;

. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Bea Perolehan Hak atas Tanah
dan Bangunan merupakan pajak daerah dan pelaksanaannya harus
diatur dengan Qanun;
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bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a dan huruf b, perlu membentuk Qanun Kabupaten Pidie
tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. -

. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah
Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 58
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan
Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980
Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2104);

. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak
(Lembaran Negara Republik Indonesia. Tahun 2002 Nomor 27,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 fentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik- Indonesia Tahun 2004: Nomor __".
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et e b e : ~*sebagaimana-télah- diubahkediE Kalifya” dengan - Utidang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004° tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesta Nomor 4844)i£/.

. 6. Undang-Undang......

s ve "o a +-»125, Tambahan.Lembaran Negara ‘Republik:Indonesia Nomor4437)— -~ ™ P



Menetapkan :
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Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
130, Tambahan Lembaran Negara Republik (ndonesia Nomor 5049);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan
Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3258);

Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan
Qanun (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Daruusalam Tahun 2007
Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam
Nomor 03);

.Qanun Kabupaten Pidie Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok Pokok

Pengelofaan Keuangan Daerah {(Lembaran Daerah Kabupaten Pidie
Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Pidie Nomor 11).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILLAN RAKYAT KABUPATEN PIDIE
dan
BUPATI PIDIE

MEMUTUSKAN:

QANUN KABUPATEN PIDIE TENTANG BEA PEROLEHAN HAK

ATAS TANAH DAN BANGUNAN.

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1.
20

3.
4,
5.
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7.

Daerah adalah Kabupaten Pidie.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Kabupaten sebagai
unsur penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Pidie.

Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pidie.
Bupati adalah Bupati Pidie.

Dewan - Perwakilan Rakyat - Kabupaten yang selan]utnya dlsebut
..DPRK adalah DPRKabupaten Pldle,. o A e T S TR ST

R

d'anun adalah Peraturan Daerah yang selanjutnya "disebut dengan
Qanun Kabupaten Pidie.

Pejabat adalah pegawai yang diberi .tugas tertentu dibidang
Perpajakan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undaJngan.
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8. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak atas
perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.,

9. Perolehan Hak. atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan
atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas
tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau Badan.,

10.Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk
hak pengelolaan, beserta bangunan diatasnya, sebagaimana
dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan
bangunan.

11.Wajib bea perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah orang
pribadi atau badan meliputi pembayar bea perolehan hak atas tanah
dan bangunan,pemotong bea perolehan hak atas tanah dan
bangunan dan pemungut bea perolehan hak atas tanah dan
banguhan, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai
dengan ketentuan Perundang-undangan Pemajakan Daerah.

12.Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat
SPTPD, adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk
melaporkan penghitungan danfatau pembayaran pajak, objek pajak,
dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban, sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
daerah;

13.Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut SKPD
adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah
pokok pajak yang terutang;

14.Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disebut SSPD adalah
bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan
dengan menggunakan formulir atau tefah ditakukan dengan cara fain
ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati;

15.Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya
disebut SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan
besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan
pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumfah
pajak yang masih harus dibayar;

16.Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan selanjutnya
disebut SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan
tambahan atas jumiah pajak yang telah ditetapkan;

17.Surat Ketetapan Pajak Daerah- Nihil selanjutnya disebut SKPDN
adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumiah pokok pajak
sama besamya dengan jumlah kredit pajak, atau pajak tidak terutang
dan tidak ada kredit pajak.

18.Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disebut

- -~ SKPDLB: adalah -surat.ketetapan. -pajak- -yang-menentukan jumiah
s« ue —eneemoKelebihan. pembayaran. pajak-karena jumiah. kredit. pajak. lebih-besar...
—ecses oo dari-pajak yang terhutangtatawtidak ‘seharusnya-terhutang: - -

19.Surat Tagihan Pajak Daerah yang sefanjutnya disebut STPD adalah
surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif
berupa bunga dan/atau denda. ’/Q



20.Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang
membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan
dalam penerapan ketentuan tertentu’ dalam peraturan perundang-
undangan perpajakan - daerah yang terdapat dalam Surat
pemberitahuan pajak terhutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah,

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak

Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah
Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan
Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau surat keputusan
keberatan.

21.Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan
terhadap Surat pemberitahuan pajak terhutang, Surat Ketetapan
Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat
Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan
Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau
terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang
diajukan oleh Waijib Pajak.

22_Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten.

23.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan
mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara
objektif dan profesmnal berdasarkan suatu standar pemeriksaan
untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah
dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan
Peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

24 Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah adalah
serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri
Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta
mengumpulkan bukti yang dengan bukti ity membuat terang tindak
pidana dibidang perpajakan Daerah yang terjadi serta menemukan

tersangkanya
BAB Il
NAMA OBJEK DAN SUBJEK BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH
DAN BANGUNAN
Pasal 2

(1) Dengan nama Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan'

dikenakan pajak atas Nilai Perolehan Hak Atas Tanah dar/atau
Bangunan.

(2) Objek Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah
Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
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o - T ““"’“‘*’dnmaksudpada “dyat (1) MElpti oot i
a. pemindahan hak karena
1) jual beli;
2) tukar menukar;
3) hibah;
4) hibah wasiat;
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5) waris;

6) pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;

7) pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;

8) pehunjukan pembeli dalam lelang;

9) pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan
hukum tetap;

10) penggabungan usaha;

11)peleburan usaha;

12) pemekaran usaha; atau

13) hadiah.

pemberian hak baru karena:

1) kelanjutan pelepasan hak; atau

2) diluar pelepasan hak.

(4) Hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

oo

f.

hak milik;

hak guna usaha;

hak guna bangunan;

hak pakai;

hak milik atas satuan rumah susun; dan

hak pengelolaan.

(5) Objek pajak yang tidak dikenakan Bea Perolehan Hak atas Tanah
dan Bangunan adalah objek pajak yang diperoleh :

a.
b.

C.

™o

perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan
timbal balik;
negara untuk penyelenggaraan pemenntahan dan/atau untuk
pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
badan atau perwakilan [embaga internasional yang ditetapkan
dengan Peraturan Menteri Keuangan dengan syarat tidak
menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di [uar fungsi
dan tugas badan atau perwakilan lembaga tersebut;
orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena-
perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
orang pribadi atay Badan karena wakaf; dan
orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan
ibadah.

Pasal 3

(1) Subjek Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah
orang pribadi atau Badan, Organisasi, Yayasan dan lembaga lainnya
yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

(2) Wajib Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah
orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah
dan/atau Bangunan.
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PEROLEHAN HAK-ATAS TANAH-DAN-‘BANGUNAN s s e

Pasal 4

(1) Dasar pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
adalah Nitai Perolehan Objek Pajak.
(2) Nilat....~R......



(2) Nilai Perolehan Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dalam hal :

jual beli adalah harga transaksi;

tukar menukar adalah nilai pasar;

hibah adalah nilai pasar;

hibah wasiat adalah nilai pasar;

waris adalah nilai pasar;

pemasukan dalam peseroan atau badan hukum lainnya adalah

nilai pasar;

pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah nilai pasar;

peralihan hak karena pelaksanaan . putusan hakim yang

mempunyai kekuatan hukum tetap adalah nilai pasar;

i. pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan

hak adalah nilai pasar;
pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak adalah nilai
pasar;
penggabungan usaha adalah nilai pasar;
peleburan usaha adalah nilai pasar;
. pemekaran usaha adalah nilai pasar;
hadiah adalah nilai pasar; danfatau
penunjukan pembeli dalam lelang adalah harga transaksi yang
tercantum dalam : risalah lelang.

(3) Jika Nilai Perolehan Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf a sampai dengan huruf n tidak diketahui atau lebih rendah
daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan
Bangunan pada fahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan yang
dipakai adatah NJOP Pajak Bumi dan Bangunan.

(4) Besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan
sebesar Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) untuk setiap
Wajib Pajak.

(5) Dalam hal perolehan hak karena waris atau hibah wasiat yang
diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah
datam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke

~ bawah dengan pemberi hibah wasiat, termasuk suamifistri, Nilai
Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp
300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). '
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Pasal §
Térif Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan ditetapkan sebesar
5% (lima persen).

Pasal 6
Besaran pokok bea perolehan hak atas tanah dan bangunan yang
terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 dengan dasar pengenaan bea perolehan hak atas tanah

.dan _bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) setelah
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. dikurangi Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebagaimana....:
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BAB IV

WILAYAH PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS DAN

BANGUNAN

Pasal 7

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang terutang dipungut
di wilayah daerah tempat Tanah dan/atau Bangunan berada.

BABV

SAAT BEA PEROLEHAN HAK ATAS DAN BANGUNAN TERUTANG

-~
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Pasal 8

(1) Saat terutangnya Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan
ditetapkan untuk :

a.
b.

C.
d.

n.

0.

jual beli adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
tukar-menukar adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya
akta;

hibah adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
hibah wasiat adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya
akta;

waris adalah sejak tanggal yang bersangkutan mendaftarkan
peralihan haknya ke  kantor bidang pertanahan;

pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya adalah
sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;

pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah sejak
tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;

putusan- hakim adalah sejak tanggal putusan pengadilan yang
mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan
hak adalah sejak tanggal diterbitkannya surat keputusan
pemberian hak; :

pemberian hak baru di luar pelepasan hak adalah sejak tanggal
diterbitkannya surat keputusan pemberian hak;

penggabungan usaha adalah sejak tanggal dibuat dan
ditandatanganinya akta;

peleburan usaha adalah sejak tanggal dibuat dan
ditandatanganinya akta; ;

. pemekaran usaha adalah sejak{ tanggal dibuat dan

ditandatanganinya akta;

hadiah adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
dan

lelang adalah sejak tanggal penunjukkan pemenang lelang.

(2) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang terutang harus
dilunasi pada saat terjadinya perolehan hak sebagaimana dimaksud

pada ayat (1)
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Pasal 9

(1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris hanya dapat menandatangani
akta pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan setefah
Waijib Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan menyerahkan
bukti pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangun

an
(2) Kepala......... z,g




(2) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang Negara hanya
dapat menandatangani sertifikat, risalah lelang Perolehan Hak atas
Tanah dan/atau Bangunan setelah Wajib Bea Perolehan Hak Atas
Tanah dan Bangunan menyerahkan bukti pembayaran Bea
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. .

(3) Kepala kantor bidang pertanahan hanya dapat melakukan
pendaftaran Hak atas Tanah atau pendaftaran peralihan Hak atas
Tanah dan/atau Bangunan setelah Wajib Bea Perolehan Hak Atas
Tanah dan Bangunan menyerahkan bukti pembayaran Bea
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

Pasal 10

(1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan Kepala Kantor yang
membidangi pelayanan lelang negara melaporkan pembuatan akta
atau risalah lelang Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan
kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk paling lambat pada tanggal
10 (sepuluh) bulan berikutnya. )

(2) Tata cara pelaporan bagi pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

(1)Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan kepala kantor yang
membidangi pelayanan lelang negara, yang melanggar ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2)
dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar
Rp15.000.000,00 (lima betas juta rupiah) untuk setiap pelanggaran.

(2) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan kepala kantor yang
membidangi pelayanan lelang negara, yang melanggar ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dikenakan sanksi
administratif berupa denda sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima
ratus ribu rupiah) untuk setiap laporan.

(3) Kepala kantor bidang pertanahan yang melanggar ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dikenakan sanksi
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BABVI .
PENETAPAN TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENELITIAN

Pasal 12

(1) Setiap Wajib Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan waijib .
membayar Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang
terutang dengan menggunakan SSPD.

(2) SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diisi dengan
jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib Bea
= - o eenwree a-Perolehan Hak Atas Tanah dan-Bangunan atau kuasanya. -« - o =
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terutang dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh
Bupati.
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4 Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SSPD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan
Peraturan Bupati.

Pasal 13
(1) Dalam jangka waktu 5§ (lima) tahun sesudah saat terutangnya Bea

Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, Bupati dapat

menerbitkan:

a. SKPDKB jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan
lain, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang
terutang tidak atau kurang dibayar,

b. SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula
belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah Bea
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang terutang.

(2) Jumlah kekurangan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2%
(dua persen) sebulan dihitung dari Bea Perolehan Hak Atas Tanah
dan Bangunan yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka
waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat
terutangnya Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

(3) Jumlah kekurangan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar
100% (seratus persen) dari jumtah kekurangan Bea Perolehan Hak
Atas Tanah dan Bangunan tersebut.

(4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jtka
Wiajib Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan melaporkan
sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.

BAB VIlI
TATA CARA PENAGIHAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH
DAN BANGUNAN

Pasal 14
(1) Bupati dapat menerbitkan STPD jika:
a. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dalam tahun
berjalan tidak atau kurang dibayar;
b. dari hasil pemeriksaan SSPD terdapat kekurangan pembayaran
sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung;
c. Wajib Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dikenakan
sanksi administratif berupa bunga.

e e e m s e e e _ (2) Jumlah kekurangan,Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. . ...... ..
AT T ‘w.,?,:?,:.‘,'.i;: _yang terutang dalam- STPD sebaga:mana dlmaksud pada_mayat (1)»m s
it ARt i et e~ -_ditambah.dengan-sanksi.administrafif-berupa-bunga-sebesar-2%-(duas = sz 1o

persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak
saat terutangnya Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

(3) Ketentuan lebih ‘lanjut mengenai bentuk, isi, dan tata cara
penyampaian STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan

dengan Peraturan Bupati.
Pasal 15'€



Pasal 15
(1) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang terhutang
berdasarkan SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan
Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang
tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Bea Perolehan Hak Atas Tanah
dan Bangunan pada waktunya, dapat ditagih dengan Surat Paksa.

(2) Penagihan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dengan
Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan perundang-undangan yang
- berlaku.,

BAB IX
PENGURANGAN

Pasal 16
(1) Atas permohonan Wajib Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan

Bangunan, Bupati dapat memberikan pengurangan Bea Perolehan

Hak Atas Tanah dan Bangunan yang terutang kepada Wajib Bea

Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan karena:

a. kondisi tertentu Wajib Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan
Bangunan yang ada hubungannya dengan objek Bea Perolehan
Hak Atas Tanah dan Bangunan, atau

b. kondisi tertentu Wajib Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan
Bangunan yang ada hubungannya dengan sebab akibat tertentu,
atau

c. tanah danfatau bangunan digunakan untuk kepentingan sosial
atau pendidikan yang semata-mata tidak mencari keuntungan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian pengurangan Bea
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang terutang
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan
Bupati.

BAB X
KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 17

(1} Wajib Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dapat
‘mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat atas suatu:
a. SKPDKB,; ’
b. SKPDKEBT;
¢. SKPDLB;
d. SKPDN.

(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan
disertai alasan-alasan yang jelas.

. ..(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) .= _
" _bulan’sejaK fanggal._surat, tanggal pemotongan’ atau perungutan.. . ..

AT T il ®

Craome s e ey s v s s e e SEDAGAINANE . ditaksud pada “ayat . (1), --kecuali..jika. Wajib.. Bea_.. Lg}‘-;m;zfj

Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dapat menunjukkan '
bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar

kekuasaannya. |

|
(4) Keberatan....... g |
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(4) Keberatan dapat disjukan apabila Wajib Bea Perolehan Hak Atas
Tanah dan Bangunan telah membayar paling sedikit sejumlah yang
telah disetujui Waijib Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

(5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud .
pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) tidak dianggap sebagai
Surat Keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.

(6) Tanda penesimaan surat keberatan yang diberikan oleh Bupati atau
pejabat yang ditunjuk atau tanda pengiriman surat keberatan melaksi
surat pos tercatat sebagai tanda bukti penerimaan surat keberatan.

Pasal 18
(1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 {(enam) bulan, sejak tanggal
Surat Keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan
yang diajukan.

(2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya
atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya pajak yang
terutang.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah
lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang
diajukan tersebut dianggap dikabulkan

Pasal 19

(1) Jika pengajuan keberatan atau pemmohonan banding dikabulkan
sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Bea Perolehan
Hak Atas Tanah dan Bangunan dikembalikan dengan ditambah
imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama
24 (dua puiuh empat) bulan.

(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak
bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB.

(3) Datam hal keberatan Wajib Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan
Bangunan ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Bea Perolehan
Hak Atas Tanah dan Bangunan dikenai sanksi administratif berupa
denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah Bea Perolehan
Hak Atas Tanah dan Bangunan berdasarkan keputusan keberatan
dikurangi dengan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

(4) Dalam hal Wajib Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
mengajukan permmohonan banding, sanksi administratif berupa
denda sebesar 50% (lima puluh persen) sebagaimana dmaksud pada
ayat (3) tidak dikenakan

. ~- - -=~ (5) Dalam*hal- permohecnan banding-ditolak atau-dikabulkan -sebagian, :
st e spR e, 4 wvore . ot e wie o w = - Wb PajaK dikenai sanksi administratif berupa. dénda sébesar 100% - LU T
RIS A SR ASESASan T T T vy e gératus T persén) darivjtimlah “pajak” berdasarkan™ Potisan Banding™ " T

dikurangi dengan pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan
Bangunan yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

FAPL e ®IEL2
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: BAB Xi
PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN
KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 20

(1) Atas permohonan Wajib Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan
Bangunan atau karena jabatannya, Bupati dapat membetulkan
‘SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang dalam
penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung
dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan
perundang-undangan perpajakan daerah.

(2) Bupati dapat :

a. mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif berupa
bunga, denda, dan kenaikan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan
Bangunan yang terutang, dalam haj sanksi tersebut dikenakan
‘karena ‘kekhilafan ‘Wajib Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan
Bangunan atau bukan karena kesalahannya;

b. mengurangkan atau membatalkan SKPDKB, SKPDKBT atau
STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar;

c. mengurangkan atau membatalkan STPD;

d. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan Bea Perolehan
‘Hak Atas Tanah dan Bangunan yang dilaksangkan atau
diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan

e. mengurangkan ketetapan Bea Perolehan Hak Atas Tanah-dan-
Bangunan terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan

" membayar Wajib Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
atau kondisi tertentu objek Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan
Bangunanh. ‘

(3) Ketentuan -lebih - lanjut - mengenai tata -cara -pengurangan atau
penghapusan sanksi administratif dan pengurangan atau pembatalan
ketetapan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
sebagiaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan "Peraturan
Bupati.

-BAB XlI
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN BEA PEROLEHAN
HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

Pasal 21
(1) Wajib Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dapat
mengajikan permohonan pengembalian keélébihan pembayaran Bea
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan kepada Bupati atau
pejabat yang ditunjuk secara tertulis dengan menyebutkan sekurang-

SR ———— _-kurangnya O

s @yEMAL dan al'amat Wajlb Bea Perolehan Hak Atas Tanah=d
IR TR ARG B P AR I 2 .Bangunanl...n L L RN 2

b. masa Bea Percolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
c. besarnya kelebihan pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah
-dan Bangunan;

d. SKPDN. _E
. (2) Bupati.......7%.......




13

(2) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling [ama 6
(enam) bulan sejak tfanggal surat permohonan pengembalian
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, sudah memberikan
keputusan.

{3)-Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada -ayat (2)
difampaui dan Bupati atau pejabat yang ditunjuk tidak memberikan
keputusan, maka permohonan pengembalian kelebihan Bea
Perolehan ‘Hak Atas Tanah dan Bangunan dianggap dikabulkan dan
SKPDLB harus dlterbltkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu)
bulan.

(4) Apabila Waj[b Bea Perolehan Hak Atas' Tanah dan Bangunan
mempunyai hutang pajak lainnya, kelebihan pembayaran Bea
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih
dahulu hutang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
dimaksud.

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran Bea Perolehan Hak Atas
Tanah dan Bangunan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2
"(dua) bilan sejak diterbitkannya SKPDLB dengan meneibitkan surat
perintah pembayaran kelebihan pajak (SPPKP).

-(6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran Bea Perolehan Hak
Atas Tanah dan Bangunan dilakukan setelah lewat jangka wakiu 2
(dua) bulan diterbitkannya SKPDLB, Bupati atau pejabat yang
ditunjuk memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen)
sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan Bea Perolehan
Hak Atas Tanah dan Bangunan.

Pasal 22
(1) Atas pengajuan keberatan dan permohonan pengemballan kelebihan
pembayaran Bea Perolehan ‘Hak Atas Tanah dan Bangunan, Bupati
atau Pejabat yang ditunjuk melakukan pemeriksaan.
(2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dengan mekanisme Pemeriksaan Kantor dan/atau Pemeriksaan
Lapangan.

BAB XIlii
KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 23
(1) Hak untuk metakukan penagihan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan
Bangunan kedaluwarsa setelah melampaui jangka- waktu -5 -{linta)
tahun terhitung saat terutangnya Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan
Bangunan, kecuali apabila Wajib Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan
woeeziee-ms --B@NGUNAN melakukan tindak pidana bidang perpajakan Daerah,

TR R ey

3 (2) Kédaliwarsa ‘pénagihan -Bea, Perolehan. Hak . Atas. Tanah dan' Regiil
AT S AR S T A SR SR SASTLS Ba g Uinal;, sebagaimana dimaksud:pada-ayat{1)-tertangguhrapabilaz-sssssasis
a. diterbitkan surat teguran dan surat paksa; atau -
b. ada pengakuan utang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan
‘Bangunan dari wajib Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan
Bangunan baik langsung atau tidak langsung. ‘(gﬁ
’ (3) Dalam

R 1 S Y P e T

PRt W B R MR A T,



R

T o S

FVAWRTEL LAY 0 TR TR VLA

FENLETIR A A

ZaTETT mia T e B S e U LAY o saeint

B A PENYIDIKAN
BRIV T A S LA T R AT BT, VL g AT R L e Y T g T 1 =

ok Uy SRR R L S Bap rt dety et i Pasalfze EAET Y poE e B S A oty iy b

T 14

_(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung
sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.

(4) Pengakuan Utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Bea Perolehan Hak Atas Tanah
dan Bangunan dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai
utang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dan belum

......

(5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud

ipada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan -

angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan
oleh Wajib Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

Pasal 24
(1) Piutang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang tidak
‘mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah
kedaluwarsa dapat dihapuskan,

(2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan. Piutang Bea Perolehan
Hak Atas Tanah dan Bangunan yang sudah kedaluwarsa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Tata cara penghapusan piutang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan

Bangunan yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV
PEMERIKSAAN

Pasal 25
(1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan
pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dalam rangka
melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

(2) Wajib Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang diperiksa
waijib :

a. memperlihatkan dan / atau meminjamkan buku atau catatan,
dokumen yang menjadi dasamya dan dokumen fain yang
berhubungan dengan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan
Bangunan yang terutang.

-~ b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan
yang dianggap. perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran
pemeriksaan; dan / atau

c. memberikan keterangan yang diperiukan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Bea
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan diatur dengan Peraturan
Bupati.

BAB XV

LT o B TR TR T L Rl R AT L

LS TRV A T T i)'\.-il‘?

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerlntah
Kabupaten diberi wewenang khusus sebagal Penyidik untuk
mélakukan penyidikan Tindak Pidana dibidang Bea Perolehan Hak
Atas Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Hukum Acara Pidana yang beriaku. .

(2) Wewenang..... t........

e e EmaeRIA T e - AR, BLaa .
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(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah !

a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau
laporan berkenaan dengan tindak pidana bidang Bea Perolehan
Hak Atas Tanah dan Bangunan agar keterangan atau laporan
tersebut menjadi lengkap atau jelas;

| b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai
orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang
dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Bea Perolehan Hak
Atas Tanah dan Bangunan;

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau
badan sehubungan dengan tindak pidana bidang Bea Perolehan
Hak Atas Tanah dan Bangunan;

d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen
lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Bea Perolehan
Hak Atas Tanah dan Bangunan;

e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti
pembukuan, catatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan
penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

f meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas
penyidikan tindak pidana dibidang Bea Perolehan Hak Atas
Tanah dan Bangunan;

g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang .meninggalkan
ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung
dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa
sebagaimana dimaksud pada hurufe;

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Bea
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan; _

i: memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa

sebagal tersangka atau saksi;

menghentikan penyidikan;

melakukan tindakan lain yang periu untuk kelancaran penyidikan
tindak pidana dibidang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan
Bangunan menurut ketentuan perundang-undangan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan
dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya
kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi - Negara’
Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam
Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XVi
KETENTUAN PIDANA

Pasal 27

(1) Wajib Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang karena
T o viiaiwenl.. . kealpaannya fidak menyampaikan SSPD atau mengisi dengan-tidak - - -
e e a0 o e —emhenaratau tidak lengkap atau-melampirkan- keterangan-yang-tidak-- -« =5

R = benar sehingga fenigikan Keuangan Daérah'dapat dipidana-derigafi ™ ===
pidana kurungan paling tama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling
banyak 2 (dua) kali jumiah pajak terutang yang tidak atau kurang
dibayar.

e

Ll bt e N LA R Tt Trihy B 3 T b b
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(2) Wajib Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang dengan
sengaja tidak menyampaikan SSPD atau mengisi dengan tidak benar
atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar
sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan
pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling
b.‘;l)nyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang
dibayar. _ .

Pasal 28
Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 tidak dituntut
setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan,

BAB Xvii
KETENTUAN PENUTUP

.Pasal 29
Dengan berlakunya Qanun ini, maka segala ketentuan yang
bertentangan dengan Qanun ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30
Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Pidie:
Ditotapkan di Sigli
pada tanggal 30 _Desember 2010 M
‘24 Muharrafdi 1431 H

BUPATYPIDIE, f’

MIRZA ISMAIL #
Diundangkan di Sigli
pada tanggal : 31 Desember 2010 M
25 Muharram 1431 H

j(SEKRETAms DAERAH,‘,/A o

IRIAWAN, SE
embina Utama Muda
ip: 19611130 198803 1,002

4 i s F - SRR SRRt v CRILHT
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PENJELASAN
ATAS
QANUN KABUPATEN PIDIE
NOMOR 9 TAHUN 2010

TENTANG
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

UMUM

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebagai bagian dari Pajak Daerah
adalah salah satu sumber pendanaan yang sangat penting bagi Daerah dalam rangka
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Untuk itu, sejalan dengan tujuan
otonomi Daerah penerimaan Daerah yang berasal daii Pajak ‘Daerah dari waktu ke
waktu harus senantiasa ditingkatkan. Hal ini dimaksudkan agar peranan Daerah dalam
memenuhi kebutuhan Daerah khususnya dalam hal peyediaan pelayanan kepada
masayarakat dapat semakin meningkat.

Salah satu jenis pajak yang dapat dipungut oleh Pemerintah Kabupaten sesuai
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
adalah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Sesuai ketentuan Pasal 85
ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tersebut, pemungutan Pajak Daerah
harus ditetapkan dengan Qanun. Sejalan dengan hai tersebut, penetapan Qanun ini
adalah dimaksudkan agar Pemerintah Kabupaten dapat memungut Bea Perolehan
Hak atas Tanah dan Bangunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, dalam Qanun ini diatur secara jelas dan tegas mengenai objek, subjek,
dasar pengenaan dan tarif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Di samping
itu, juga diatur hal-hal yang berkaitan dengan administrasi pemungutannya.

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dipungut dengan menggunakan sistem
self assessment dimana Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk menghitung dan
membayar sendiri pajak yang terutang sengan menggunakan SSPD dan
melaporkannya tanpa mendasarkan kepada SKPD.

-

Dalam pembentukan Qanun ini, di samping berpedoman pada peraturan perundang-
undangan di bidang perpajakan Daerah, juga diperhatikan, diacu dan dikaitkan
dengan peraturan perundang-undangan lainnya, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran

’ Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3209);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1983 Nomor 49,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262) sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4740);

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat
ittt Aeati s .. Paksa (Lembaran Negara Republik-Indonesia Tahun1997,"Nomor 42;*Tambahan
e cnnarnanas v - embaran-Negara: Republik-Indonesia-Nomer -3686): sebagaimana-telah- diubaha:-
R S ""déﬁg‘an”ﬂndang-Undang Nomdt 19 Tahtii" 2000 (L Eiibarah” Negara TaRtin® 2000, ==~

Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3987);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4189);

PASAL .-g,«
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PASAL DEMI PASAL

“Pasal T
Cukup jelas
Pasal 2
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Huruf a
Angka 1)
Cukup jelas
Cukup jelas
Angka 3)
-Cukup jelas
Angka 4)

mengenai pemberian hak atas tanah ‘dan atau’ bangunan
kepada orang pribadi atau badan hukum tertentu, yang
berlaku setelah pemberi hibah wasiat meninggal dunia.

Angka 5)
Cukup jelas

Angka.6)
Yang dimaksud dengan pemasukan dalam perseroan atau
badan hukum lainnya adalah pengalihan hak atas tanah dan
-atatt -bangunan -dari -erang pribadi atau -badan kepada
Perseroan Terbatas atau badan hukum [ainnya sebagai
penyertaan modal pada Perseroan Terbatas atau badan
hukum fainnya tersebut

Angka 7)
Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah
periindshan sebagdian ‘hak bersama atas fandh dan atau
bangunan oleh orang pribadi atau badan kepada sesama
pemegang hak bersama.

Angka 8)
Penunjukan pembeli dalam. lelang adalah penetapan

pemenang lelang oleh Pejabat Lelang sebagaimana yang.

tercantum dalam Risalah Lelang.
Angka 9)

Sebagai pelaksanaan ‘dari putusan hakim yang telah.

mempunyai kekuatan hukum yang tetap, terjadi peralihan hak
e emeemsesdari-orang pribadi atau’ badan hukum.sebagai salah satu pikiak

LA O ET OISR otiuaty A
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Penggabungan usaha adalah penggabungan dari dua badan
usaha atau lebih dengan cara tetap mempertahankan
berdirinya salah satu badan usaha dan melikuidasi badan

usaha lainnya yang menggabung.
Angka 11)

Hibah wasiat adalah suatu penetapan wasiat yang khusus

i T 2 e

R T 'kepada ‘pihak yang'c dltentukan ‘dalam’putusanhiakim' tersebut. ™o
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Angka 11)
Peleburan usaha adalah penggabungan dari dua atau lebih
"badan usaha dengan cara mendirikan badan usaha baru ‘dan

melikuidasi badan-badan usaha yang bergabung fersebut.

Angka 12)
Pemekaran usaha adalah pemisahan suatu badan usaha
menjadi dua badan usaha atau lebih dengan cara mendirikan
badan usaha baru dan mengalihkan sebagian aktiva dan
pasiva kepada hadan usaha baru tersebut yang dilakukan

tanpa melikuidasi badan usaha yang lama.
-Angka. 13)

Hadiah adalah suatu perbuatan hukum berupa penyerahan
hak atas tanah dan atau bangunan yang dilakukan oleh orang
pribadi atau'badan hukum kepada penerima hadiah.

Huruf b

-Angka 1)
Yang dimaksud dengan pemberian hak baru karena kefanjutan
pelepasan hak adalah pemberian hak baru kepada orang
pribadi atau -badan ‘hukum dar Negara atas tanah yang
berasal dari pelepasan hak.

Angka 2)
“Yang dimaksud dengan pemiberian hak baru diluar pelepasan
hak adalah pemberian hak baru atas tanah kepada orang
pribadi atau badan hukum dari Negara atau dari pemegang
hak milik menurut peraturan petundang-undangan yang
berlaku. _

Ayat (4)
Huruf a

Hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat, dan terpenuh
yang dapat dipunyai orang pribadi atau badan-badanhiikum
tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah.

-Huruf-b

Hak guna usaha adalah hak untuk mengusatiakan tanah yang
dikuasai langsung oleh Negara dalam jangka waktu

sebagaimana yang ditentukan oleh perundang-undangan yang
berlaku.

Huruf ¢

Hak guna bangunan adalah hak untuk mendirkan dan
mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan
miliknya sendiri dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam
Undang-Undang Nomor 5§ Tahun 1960 tentang Peraturan
Dasar Pokok-pokok Agraria.

B RS A e T :_;:“_ :.._‘_,._:»— S B e n  Sm et e Hurufd Ly pTFacair G5 7 ¥ GEEe ezl o urhF P Sl -t
o T A SRS R T SR NG R wwwmmeak pakal adalahw—hakv muntuk menggunakan~ »dan ALAU e e e
R L S T St “ mefmungtit - Wasil“dafi tafiah™ yang “dikiasai - tangsing ofeh T

Negara atau tanah milk orang lain, yang memberi wewenang

dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan

pemberiannya cleh pejabat yang berwenang memberikannya

atau dalam perjanjian dengan pemlllk tanahnya, yang bukan

.perjanjian sewa-menyewa atau_ perjanjian. pengolahan tanah,

segala sesuatu sepanjang tidak bertentangan dengan )swa dan

rearaturan narindann_andannan uann harlala
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Huruf &

Hak milik atas satuan rumah susun adalah hak milik atas
satuan yang bersifat’ perseorangan dan terpisah. ‘Hak milik
atas satuan rumah susun meliputi juga hak atas bagian
bersama, benda bersama, dan tanah bersama yang
semuanya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan
dengan satuan yang bersangkutan.

Huruf

Hak pengelolaan adalah hak menguasai dari Negara yang
kewenangan pelaksanaannya sebagian - dilimpahkan kepada
pemegang haknya, antara fain, berupa perencanaan
peruntukan dan penggunaan tanah, penggunaan tanah untuk
keperiuan pelaksanaan tugasnya, penyerahan bagian-bagian
dari tanah tersebut kepada pihak ketiga dan atau bekerja
sama dengan pihak Ketiga.

Ayat (5)

"Hurufa
‘Cukup jelas

"Harufb

Yang dimaksiid dengan tanah dan atai banglnan yang
digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan atau
untik pélaksanaan pembangunan guna keperitingan umum
adalah tanah dan atau bangunan yang digunakan untuk

penyelenggaraan pemerintahan baik Pemerintah Pusat

maupun oleh Pemerintah Daerah dan-kegiatan yang semata-
mata tidak ditujukan untuk mencari keuntungan, misalnya,

tanah dan atau bangunan yang digunakan untuk instansi-

pemerintah, rumah sakit pemerintah, jalan umum.

‘Huruf-c

Badan atau perwakilan organisasi intemasional yang
dimaksud dalam pasal ini adalah badan atau perwakilan
organisasi internasional, ‘baik pemerintah maupun non
pemerintah.

‘Horuf d

Yang dimaksud dengan konversi hak adatah perubahan hak
dari hak lama menjadi hak baru menurut Undang-undang
Pokok Agraria, termasuk pengakuan hak oleh Pemerintah.
Contoh:

...]. _Hak Guna, Bangunan menjadl Hak Milik .tanpa, adanya .

perubahan nama;

sejenisnya) menjadi hak.baru.
Yang dimaksud dengan perbuatan hukum lain misalnya
memperpanjang hak atas tanah tanpa adanya perubahan

nama.
Contoh.... . 2-....

et iffie 4
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Contoh :

Perpanjangan Hak Guna Bangunan (HGBY), yang dilaksanakan
baik sebelum maupun setelah berakhirnya HGB.

Huruf e

Yang dimaksud wakaf adalah perbuatan hukum orang pribadi
atau badan yang memisahkan sebagian dari hara
kekayaannya yang berupa hak milik tanah dan atau bangunan
dan melembagakannya untuk selama-lamanya untuk
kepentingan peribadatan atau kepentingan umum lainnya
tanpa imbalan apapun.

Huruf f

Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas
Pasal 4
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud dengan harga transaksi adalah harga yang
tetjadi dan telah disepakati oleh pihak-pihak yang
bersangkutan.
Huruf b
Cukup jelas
Huruf ¢
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Hurufe
Cukup jelas
Huruf
Cukup jetas
Huruf g
Cukup jelas
Huruf h
Cukup jelas
Huruf i
Cukup jelas
Hurufj
Cukup jelas
Huruf k
Cukup jelas
Huruf |
e e i e e CUkUPRIES. - L et e et o
:.’:’:‘7’.:.‘;[1’*:‘3&'»‘.{'.‘-2::‘;"‘\?L-..tlns,.‘;--“.’?xmv.‘.: 1?&&.7_"V‘|:iym*:¢r‘uuf‘m'u?121“‘.“‘!"#-‘\‘W‘ND"N 2 S L b !‘J“R"r-‘-!ﬂIwi‘m;frﬁwﬂfﬁ*’:;wﬁi;'3.‘:‘ —-; i v H
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Huruf n
Cukup jelas
Huruf o
Cukup jelas
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Contoh : .

Perpanjangan Hak Guna Bangunan (HGB), yang dilaksanakan
baik sebelum maupun setelah berakhirnya HGB.

Huruf e

Yang dimaksud wakaf adalah perbuatan hukum orang pribadi
atau badan yang memisahkan sebagian dari harta
kekayaannya yang berupa hak milik tanah dan atau bangunan
dan melembagakannya wuntuk selama-lamanya untuk
kepentingan peribadatan atau kepentingan umum tainnya
tanpa imbalan apapun.

Huruf

Cukup jeias

Pasal 3
Cukup jelas
Pasal 4
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Huruf a :
Yang dimaksud dengan harga transaksi adalah harga yang
terjadi dan telah disepakati oleh pihak-pihak yang
~ bersangkutan.
Huruf b
Cukup jelas
Huruf ¢
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Hurufe
Cukup jelas
Huruf
Cukup jelas
Huruf g
Cukup jelas
Huruf h
Cukup jelas
Huruf i
Cukup jelas
Huruf |
Cukup jelas
Huruf k
Cukup jelas
Huruf |
v e . cm e Cukup jelas .. c ro e et e
- -Cukupielas: s i
Huruf n
Cukup jelas
Huruf o
Cukup jelas

w7 e A
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Ayat (3)....2...j



Ayat (3)

Contoh:
‘Wajib Pajak “A" membeli tanah dan bangunan dengan Nilai Perolehan
Objek Pajak {harga transaksi) Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). Nilai
Jual Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan tersebut yang digunakan dalam
pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan adalah sebesar Rp35.000.000,00
(tiga puluh lima juta rupiah), maka yang dipakai sebagai dasar pengenaan
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adafah Rp35.000.000,00

(tiga puluh fima juta rupiah) dan bukan Rp30.00

rupiah).

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Ayat (6)
Cukup jelas

Ayat (7)
Cukup jelas

Ayat (8)
Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Ayat (

1)

Huruf a

Yang dimaksud den

0.000,00 (tiga puluh juta

gan sejak tanggal dibuét dan ditandatanganinya

akta dalam pasal ini adalah tanggal dibuat dan ditandatanginya akta
pemindahan hak di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris.

Huruf b
Cukup jelas

“Huruf¢ ™’

_Cukupijelas ~

“Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
Cukup jelas

P
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Huruf g

Yang dimaksud dengan sejak tanggal penunjukan pemenang lelang
adalah tanggal ditandatanganinya Risalah Lelang oleh Kepala Kantor
Lelang Negara atau kantor lelang lainnya sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku yang memuat antara lain nama
pemenang lelang.

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Huruf k

Cukup jelas

Huruf |

Cukup jelas

Huruf m

Cukup jelas

Huruf n

Cukup jelas

Huruf o

Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan nsalah lelang” adalah kutipan risalah lelang vang
ditandatangani oleh kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang
negara. ,

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 10

Pasal 11

Ayat (1)
Cukup jelas 7 i

Ayat (2) : : .
Cukup jefas ! N

Ayat (1)
Contoh :
Semua peralihan hak pada bulan Januari 1998 oleh Pejabat yang
bersangkutan harus dilaporkan selambat-lambatiya tanggal 10 bulan
Febman 1998 kepada Direktorat Jenderal Pajak.

L ]
R - - R

”“,..Ayat(z), AP S
Cukup ;e!as
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Ayat (3)
Peraturan perundang-undangan yang dimaksud dalam Pasal ini, antara lain,
peraturan yang mengatur mengenai disiplin pegawai negeri sipil.

Pasal 12
Cukup jelas _ '

Pasal 13

Penerbitan surat ketetapan. pajak ditujukan kepada Wajib Pajak tertentu yang
disebabkan oleh ketidakbenaran dalam pengisian SSPD atau karena
ditemukannya data fiskal yang tidak dilaporkan oleh Waijib Pajak.

Ayat (1)
Ketentuan ayat ini memberi kewenangan kepada Bupati untuk dapat

menerbitkan SKPDKB, SKPDKBT atau SKPDN hanya terhadap kasus-

kasus tertentu seperti tersebut pada ayat ini, dengan perkataan lain hanya
terhadap Wajib Pajak terténtu yang nyata-nyata atau berdasarkan hasil
pemeriksaan tidak memenuhi kewajiban formal dan atau kewajiban material.

Contoh:

1. Seorang Wajib Pajak tidak menyampaikan SSPD pada tahun pajak
2009. Setelah ditegur, dalam jangka waktu fertentu juga befum
menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, maka dalam jangka

waktu paling fama 5 (fima) tahun Bupati da‘pat menerbitkan Surat

Ketetapan Pajak Daerah: Kurang Bayar atas pajak yang terutang.

2. Seorang Wajib Pajak menyampaikan SSPD pada tahun pajak 2009.
Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun, temyata dari hasil
pemeriksaan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang disampaikan
tidak benar. Atas pajak yang terutang yang kurang bayar tersebut,
Bupati dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar
ditambah dengan sanksi administrasi.

3. Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Contch 2 yang telah

diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, apabila dalam
jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sesudah pajak yang terutang
ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang
menyebabkan penambahan jumiah pajak yang terutang, maka Bupati
dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar
Tambahan.

4. Wajib Pajak berdasarkan hasil pemenksaan Bupatl temyata jumlah
pajak yang terutang sama besamya dengan jumlah kredit pajak atau
pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak, maka Bupati dapat
menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil.

Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas

CCRER@ L. T e L T T

Ayat ini mengatur sank51 terhadap Wallb Palak yang tldak memenuhl
kewajiban perpajakannya yaitu mengenakan sanksi administrasi berupa
bunga sebesar 2% (dua -persen) sebulan dari pajak yang tidak atau
terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (duvapuluh empat)

bulan atas pajak yang tidak atau terlambat dibayar. Sanksi administrasi

berupa bunga dihitung sejak saat terutangnya pajak sampai dengan
diterbitkannya SKPDKB. 0
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Ayat (3)

Dalam hal Wajib Pajak’ tidak memenuhi kewajiban perpajakannya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu dengan ditemukannya
data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang berasal dari
hasil pemeriksaan sehingga pajak yang terutang bertambah, maka terhadap
Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan 100% (seratus
persen) dari jumlah kekurangan pajak. Sanksi administrasi ini tidak
dikenakan apabila Wajib Pajak melaporkannya sebelum diadakan tindakan
pemeriksaan. _

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 14
Ayat {1)

Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Yang dimaksud dengan "pemeriksaan” ada!ah pemeriksaan kantor.
Huruf ¢
Sanksi administrasi berupa bunga dikenakan kepada Wajib Pajak
-yang tidak atau kurang membayar pajak yang terutang, sedangkan
sanksi administrasi berupa denda dikenakan karena tidak
dipenuhinya ketentuan formal, misalnya, tidak atau terlambat
menyampaikan SSPD. :

Ayat (2)

Ayat ini mengatur. pengenaan sanksi administrasi berupa bunga atas STPD

yang diterbitkan karena:

a. pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar; -

b. pemeriksaan SSPD yang menghasilkan pajak kurang dibayar karena
terdapat salah tulls dan atau salah hitung. : |

Contoh:

1. Pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar.
Dari peroichan tanah dan bangunan pada tanggal: 21 September 2009,
Wajib Pajak “A’ terutang pajak sebesar Rp 5.000.000,00. Pada saat
terjadinya perolehan tersebut, pajak dibayar sebesar Rp4.000.000,00. Atas
kekurangan pajak tersebut diterbitkan STPD tanggal 23 Desember 2009
dengan penghitungan sebagai berikut :

Kekurangan bayar . Rp 1.000.000,00
Bunga 4 X 2% X Rp1 000 000 00 S ereeenae Rp 80.000,00 (+)
Jumiah yang harus dibayar dalam STPD Rp 1.080.000,00

....................................

2. Hasil pemeriksaan Surat Setoran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan
_Bangunan. T
e T T s mWapb Pajak “B™ memperoleh. tanah dai. bangunan pada tanggal 18 Jani'™ .7
2009. Berdasarkan pemeriksaan SSPD yang disampaikan Wajib Pajak “B",
temyata terdapat salah :hitung yang menyebabkan pajak kurang dibayar
sebesar Rp1.500.000,00. Atas kekurangan pajak tersebut diterbitkan STPD
pada tanggal 23 September 2009 dengan penghitungan sebagai berikut:

Kekurangan bayar ......... reremasenene et et et e ts Rp 1.500.000,00
Bunga = 4 x 2% x Rp1.500.000,00 = .................. - Rp 120.000,00 (+)
lismmlab vines hamia dihavar dalanm QTDND . Dn 41 &20 NON NN
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Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 15
Ayat (1)
SKPDKB, SKPDKBT, STPD, dan Surat Keputusan Pembetutan, Surat
Keputusan Keberatan maupun Putusan Banding yang menyebabkan jumlah
pajak yang harus dibayar bertambah, merupakan sarana administrasi bagi
Bupati untuk melakukan penagihan pajak.
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 16
Ayat (1)
Huruf a

Kondisi tertentu Wajib Pajak yang ada hubungannya dengan Objek

Pajak, contoh:

1. Wajib Pajak tidak mampu secara ekonomis yang memperoleh hak
baru melalui program pemerintah di bidang pertanahan;

2. Wajib Pajak pribadi menerima hibah dari orang pribadi yang
mempunyai hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan
lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah.

Hurufb

Kondisi Wajib Pajak yang ada hubungannya dengan sebab-sebab

tertentu, contoh: -

1. Wajib Pajak yang memperoleh hak atas tanah melalui pembelian -
dari hasil ganti rugi pemerintah yang nilai ganti ruginya di bawah
Nilai Juat Objek Pajak; '

2. Wajib Pajak yang memperaleh hak atas tanah sebagai pengganti
atas tanah yang dibebaskan oleh pemerintah untuk kepentingan
umum yang memeriukan persyaratan khusus;

3. Wajib Pajak yang terkena dampak krisis ekonomi dan moneter
yang berdampak luas pada kehidupan -perekonomian nasional
sehingga Wajib Pajak harus melakukan restrukturisasi usaha dan
atau utang usaha sesuai dengan kebuaksanaan pemerintah.

Hurufc

Contoh:

"~ Tanah dan/atau bangunan yang digunakan, antara lain, untuk panti
asuhan, panti jompo, rumah yatim piatu, pesantren, sekolah yang
tidak ditujukan mencari keuntungan, rumah sakit swasta, institusi
pelayanan sosial masyamkat

Ayat (2)
Cukup jelas
... Pasal17 )
taeak: i , Ayat (1) v e PTALIRULET IR
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ketetapan pajak dan pemungutan tidak sebagaimana mestinya, maka Waijib
Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati yang menerbitkan
surat ketetapan pajak. Keberatan yang diajukan adalah terhadap materi
atau isi dari ketetapan dengan membuat perhitungan jumiah yang
seharusnya dibayar menurut perhitungan Wajib Pajak. Satu keberatan
harus diajukan terhadap satu jenis pajak dan satu tahun pajak.

Huruf a...ug,

el Dle-Apabita « Wa]Ib Pajak - Befpendapat . bahwa.. jumlah pajak “dalam--surat:- =i S
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Hurufa
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf ¢
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "alasan-alasan yang jelas” adalah mengemukakan
dengan data atau bukti bahwa jumlah pajak yang terutang atau pajak lebih
bayar yang ditetapkan oleh fiskus tidak benar.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "keadaan di luar kekuasaannya” adalah suatu
keadaan yang terjadi di luar kehendak/kekuasaan Wajib Pajak, misalnya,
karena Wajib Pajak sakit atau terkena musibah bencana alam.

Ayat (4)

Ketentuan ini mengatur bahwa persyaratan pengajuan keberatan bagi Wajib
Pajak adalah harus melunasi terlebuh dahulu sejumiah kewajiban
perpajakannya yang telah disetujui Wajib Pajak pada saat pembahasan
akhir hasil pemeriksaan. Pelunasan tersebut harus dilakukan sebelum Wajib
Pajak mengajukan keberatan.

Ketentuan diperlukan agar-Wajib Pajak tidak menghindar dari kewajiban
uniuk membayar pajak yang telah ditetapkan dengan dalih mengajukan
keberatan, sehingga dapat dicegah terganggunya penerimaan Daerah.

Ayat (5)
Cukup ielas

Ayat (6)

Tanda bukti penenmaan Surat Keberatan sangat diperiukan untuk
memenuhi ketentuan formal. Diterima atau tidaknya hak mengajukan Surat
Keberatan dimaksud, tergantung dipenuhinya ketentuan batas waktu
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), yang dihitung mulai diterbitkannya
surat ketetapan pajak sampai saat diterimanya Surat Keberatan tersebut
oleh Bupati.

Tanda bukti penerimaan tersebut oleh Wajib Pajak dapat juga digunakan

sebagai alat koritrol baginya untuk mengetahui sampai kapan batas waktu

12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1)

berakhlr .

B DTt VAMRERIRALI G el Tna R :i'andal sbuktmpenenmaan itu - dlperlukanwuntuk @rnemastlkan L)

keberatannya dikabulkan, apabila dalam jangka waktu tersebut Wajib Pajak

tidak menerima surat keputusan dan Bupati atas Surat Keberatan yang

diajukan. i
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Pasal 18
Ayat (1) '
Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum kepada
Wajib Pajak maupun fiskus dan dalam rangka tertib administrasi, oleh
karena itu keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak harus diberi keputusan
oleh Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak
Surat Keberatan diterima.

Ayat (2)

Dalam keputusan keberatan tidak tertutup kemungkman utang pajaknya
‘bertambah berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain karena ada
data baru yang tadinya belum terungkap atau befum ditaporkan.

Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf ¢
Cukup jelas
Huruf d
" Cukup jelas
Huruf e

Yang dimaksud dengan "kondisi tertentu objek pajak”, antara Ilain,
lahan pertanian yang sangat terbatas, bangunan ditempati sendiri
yang dikuasai atau dimiliki oleh golongan Waijib Pajak tertentu.
Ayat (3)
Cukup Jelas
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
. Cukup jelas
o _Pasal 25
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Pasal 26
Cukup jelas : ,
Pasal 27...... _,2
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Pasal 27

Cukup Jelas
Pasal 28 ,

Cukup Jelas
Pasal 29

Cukup jelas
Pasal 30

Cukup jelas
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